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ABSTRAK
Sebagai lembaga intermediary, bank syariah akan selalu berhadapan dengan
berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada
kegiatan usahanya. Pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes terdapat
program paket masa depan (PMD) yaitu pembiayaan yang ditujukan khusus
kepada perempuan pra-/cukup sejahtera, dilakukan hanya berdasarkan akad
wakalah wal murābaḥah. Dalam proses pembiayaan tersebut, bank melakukan
penggabungan dua akad antara wakalah dan murābaḥah sehingga barang yang
menjadi objek pembiayaan belum dimiliki oleh pihak bank saat terjadinya akad.
Selain itu, pemberian pembiayaan tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah yang
telah memiliki usaha akan tetapi juga dapat diberikan kepada nasabah yang belum
memiliki usaha. Karena tidak selektifnya pihak bank dalam penyaluran dana
pembiayaan sehingga mengakibatkan suatu risiko gagal bayar ataupun
pembiayaan macet yang disebabkan oleh keterlambatan nasabah dalam
mengangsur pinjaman pembiayaan ataupun ketidakmampuan nasabah untuk
menyelesaikan pinjaman pembiayaan. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini
adalah: bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap akad wakalah wal
murābaḥah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes dan apakah
penanganan terhadap pembiayaan wakalah wal murābaḥah bermasalah di Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes telah sesuai dengan PBI No:
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS
sebagaimana diubah PBI No: 13/09/PBI/2011?
Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan
pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganilisis permasalahan yang
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data
sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Analisis yang
digunakan adalah secara kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan.
Hasil dari penelitian ini adalah menerangkan faktor-faktor yang menjadi
penyebab terjadinya pembiayaan wakalah wal murābaḥah bermasalah pada Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes yaitu tidak sahnya akad pembiayaan
karena adanya pengabungan 2 (dua) akad dalam satu kontrak sehingga objek
pembiayaan belum dimiliki bank, tidak diperlukannya tanggung renteng oleh
anggota sentra karena tidak timbul dalam akad, tidak dilaksanakannya akad yang
sesuai dengan kondisi nasabah pembiayaan wakalah wal murābaḥah pada Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Sedangkan proses penanganan
pembiayaan bermasalah tidak sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8
februari 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah.
Kata kunci: wakalah wal murābaḥah, pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan.
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NBAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam
kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas
perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu
pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank
syariah yang lebih sesuai cetak biru perbankan syariah. Begitu juga lembaga
keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank
seperti asuransi dan pasar modal syariah.1
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa
disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang
operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur’an dan Hadis
Nabi saw. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.2
1Amir Machmud, Bank syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta:
Erlangga, 2010), hlm. 3.
2Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 2.
OSecara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia
adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank
lain yang membuka jendela syariah (Islamic Window) dalam menjalankan
kegiatan usahanya. Melalui Islamic Window ini, banyak bank-bank konvensional
dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui
produk-produk yang bebas dari unsur riba (usury), Gharar (uncertainty), dan
maysyir (speculative) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah
(UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.3
Beberapa kegiatan investasi yang dapat dikembangkan dari perbankan
syariah adalah menumbuhkan kegiatan produksi masal berskala kecil dan
menengah, khususnya di sektor argo industri melalui skema pembiayaan lunak
seperti kemitraan (mudharabah dan musyarakah). Adanya bank syariah
diharapkan dapat mendukung strategi pengembangan ekonomi regional,
memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan
bank konvensional, dan memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk
kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (ijarah). Sementara itu dalam
kegiatan komersial, perbankan syariah dapat mengambil posisi dalam kegiatan:
1. mendukung pengadaan faktor-faktor produksi;
2. mendukung perdagangan antar daerah dan ekspor;
3Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2009), hlm. 31.
P3. mendukung penjualan hasil-hasil produk kepada masyarakat.4
Selain fungsi dan tujuan perbankan syariah dan konvensional yang pada
dasarnya sama, begitu juga dengan kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya
juga sama dengan bank konvensional, yaitu meliputi bidang pengumpulan dana
(liabilities), penyaluran dana (asset) berupa pembiayaan, dan jasa-jasa perbankan
lainnya (services). Namun, jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank
syariah lebih beragam daripada jasa-jasa kredit yang dapat diberikan oleh bank
konvensional.5
Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan
bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.
Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank
konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam
kerangka jual beli atau sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses
investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham.6
Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi
dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Seringkali
nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila
hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila
perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hinggga yaumil qiyamah nanti.
4Amir Machmud, Bank syariah, hlm. 7.
5Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedika Pustaka Utama, 2012),
hlm. 34.
6Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 2.
QSetiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi,
maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad.7
Kinerja sebuah perusahaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan
kondisi keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat menentukan bagi
preferensi masyarakat baik stake holder maupun bond holder untuk melakukan
investasi sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan. Dalam menilai kinerja
perusahaan banyak indikator yang digunakan, di antaranya financial statement
baik berupa neraca yang menunjukkan posisi finansial perusahaan pada saat
tertentu, maupun laporan laba rugi yang merupakan laporan operasi perusahaan
selama periode tertentu. Disamping itu, kinerja juga dapat diukur dengan rasio
keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas (liquidity ratio), rasio keuntungan
(profitability ratio), dan ownership ratio.8
Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan
eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank
syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat
kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam
konteks perbankan merupakan suatu kegiatan potensial, baik yang dapat
diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated)
7Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2003), hlm. 29.
8Muhammad, Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 81.
Ryang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko
tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.9
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncakan.10
Dalam Pasal 36 UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
menyatakan bahwa Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan
usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak
merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang
mempercayakan dananya. Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang
perbankan Syariah Pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa Bank Syariah dan UUS
dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
Berbagai risiko yang terdapat dalam bank syariah dapat terjadi dengan
berbagai macam sebab, salah satunya yaitu pada sektor penyaluran dana berupa
pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan. Pada Bank BTPN Syariah
cabang Tonjong Brebes juga terdapat permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu
pada akad pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah penerima pembiayaan.
9Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers,
2007), hlm. 255.
10Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), hlm. 17.
SBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank BTPN Syariah
cabang Tonjong Brebes didapatkan bahwa pada bank tersebut terdapat program
yang dilaksanakan yaitu program“Paket Masa Depan (PMD)”. Program paket
masa depan (PMD) adalah Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan
pra-/cukup sejahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah
wal murābaḥah). Paket masa depan (PMD) memiliki fokus pada pembangunan
karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu berani berusaha, disiplin,
kerja keras, dan saling bantu.11
Pada program Paket Masa Depan (PMD) Bank BTPN Syariah cabang
Tonjong Brebes dalam menerapkan pembiayaan menggunakan akad wakalah wal
murābaḥah. Dalam proses pembiayaannya pihak bank menawarkan kepada
nasabah yang dibina oleh petugas bank untuk melakukan pembiayaan melalui
program paket masa depan (PMD) untuk mendukung usahanya. Dalam prosesnya,
nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kepada bank untuk melakukan
sebuah usaha atau kegiatan akan disurvey dan dianalisis kelayakan usahanya oleh
pihak bank, setelah melalui proses seleksi dan analisis oleh pihak bank yang
dilihat dari berbagai sudut maka selanjutnya terjadi pembiayaan dari pihak bank
kepada nasabah.
Pada program “Paket Masa Depan (PMD)”, nasabah terdiri dari beberapa
kelompok yang di setiap kelompok memiliki grup dengan anggota masing-masing
grup adalah 5 orang. Pembiayaan yang dilakukan pertama kali oleh nasabah
NN Diambil dari laporan tahunan Bank Tabungan pensiunan Nasional tahun 2015, hlm. 77.
Tdimulai dari Rp 1.500.000- Rp 3.000.000 dengan pembayaran cicilan setiap dua
minggu. Apabila nasabah dianggap dapat dipercaya pada pembiayaan pertama
tersebut, maka nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan nominal yang lebih
tinggi.
Akad pembiayaan wakalah wal murābaḥah tersebut memiliki nominal yang
berbeda-beda tergantung jenis usaha dan lamanya keanggotaan pihak nasabah.
Pada nasabah tahun pertama atau pembiayaan awal maka jumlah pembiayaan
yang diberikan berkisar antara Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000, selanjutnya bagi
nasabah lanjutan dapat mengambil pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar
sampai dengan 100% dari pembiayaan awal.
Dalam mempraktikkan akad pembiayaan wakalah wal murābaḥah, pihak
bank tidak memisahkan waktu ijab-qabul antara akad wakalah dan akad
murābaḥah. Nasabah sebagai penerima pembiayaan akan diberikan dana oleh
bank untuk melakukan pembelian barang sendiri sebagai wakil dari bank. Margin
pada pembiayaan murābaḥah telah ditentukan oleh pihak bank pada saat akad
dilaksanakan yaitu sebesar 30% dari besarnya pembiayaan yang diberikan kepada
nasabah. Dengan adanya penggabungan antara akad wakalah dan akan
murābaḥah sehingga barang yang menjadi objek pembiayaan belum dimiliki oleh
pihak bank. Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank tidak hanya
diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki uaha, akan tetapi nasabah yang
belum memiliki usaha juga dapat mengajukan pembiayaan.
UKarena kurang selektifnya pihak bank dalam hal pemberian pembiayaan
bagi nasabah maka hal tersebut menyebabkan timbulnya risiko yang disebabkan
oleh pihak nasabah yang tidak mampu mengelola usahanya dengan baik.
Mengakibatkan terjadinya usaha bangkrut atau tidak berkembangnya usaha
nasabah pembiayaan. Sehingga nasabah tidak mampu melakukan kewajibannya
untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan atau mengalami keterlambatan
dalam mengangsur pinjamanan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.
Akibatnya, muncul pembiayaan bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang
Tonjong Brebes.
Hal-hal yang telah dijelaskan diatas merupakan acuan yang menjadi dasar
dari penelitian ini. Mengingat bahwa penggabungan akad masih menjadi
problematika yang serius dikalangan para ulama. Selanjutnya karena dengan
pemberian pembiayaan tidak hanya pada nasabah yang telah memiki usaha akan
tetapi juga daoat diberikan pada nasabah yang belum memiliki usaha maka,
timbul pembiayaan bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong
Brebes.
Hal tersebut menjadi dasar dalam menelaah serta mengkaji mengenai
Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murābaḥah bermasalah pada Bank BTPN
Syariah cabang Tonjong Brebes. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai
keabsahan dua akad yang digabung menjadi satu, serta permasalahan yang timbul
akibat dari penyaluran dana pembiayaan tersebut yaitu berupa pembiayaan
bermasalah.
VB. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap akad wakalah wal
murābaḥah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes ?
2. Apakah penanganan terhadap pembiayaan wakalah wal murābaḥah
bermasalah di Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes telah sesuai
dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi
BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No 13/09/PBI/2011?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah
wal murābaḥah pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes
b. Menganalisis kesesuaian proses penanganan pembiayaan wakalah wal
murābaḥah bermasalah pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong
Brebes dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi
Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No
13/09/PBI/2011
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di antaranya:
a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan rujukan oleh
peneliti selanjutnya yang berfokus pada kajian yang seragam.
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b. Sedangkan secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
menjadi pedoman bagi pihak Bank maupun nasabah dalam melaksanakan
pembiayaan wakalah wal murābaḥah.
D. Tinjauan pustaka
Tinjauan pustaka atau literature review adalah bahan yang tertulis berupa
buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka
membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik
tersebut yang sebelumnya dibangun dan di analisis oleh para ilmuan
sebelumnya.12
Penelitian oleh Qi Mangku Bahjatulloh, Lc, yang dalam penelitian tersebut
membahas tentang konsep murabahah dalam kajian fiqh dan aplikasinya di
perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara
rinci tentang konsep murabahah dalam kajian fiqh dan realitas aplikasi murabahah
dalam perbankan syariah. Kaidah-kaidah fiqh dalam penelitian ini digunakan
sebagai acuan untuk menentukan keabsahan konsep murabahah di perbankan
sayariah. 13
Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, bahwa dalam
penetapan harga jual pembiayaan murabahah yang dinilai lebih tinggi
dibandingkan dengan harga jual bank konvensional yang berbasis bunga karena
12Raco j.R, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta:
Grasindo, 2010), hlm. 104.
13Qi Mangku Bahjatulloh, Lc, “Pembiayaan Murabahah dalam Wacana Fiqh dan Perbankan
Syariah”, Tesis, Pascasarjana UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.
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dalam praktiknya, pengambilan margin yang lebih tinggi dianggap mampu
mengantisipasi naiknya suku bunga atau inflasi. Sehingga jika suku bunga naik
maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil, namun jika suku bunga
stabil atau turun, maka margin murabahah akan lebih besar dibanding bank
konvensional. Dengan margin yang lebih tinggi secara tidak langsung akan
menyebabkan inflasi yang lebih besar dari pada yang disebabkan oleh suku
bunga.14
Selanjutnya penelitian oleh Edendi yang mengungkapkan mengenai
pelaksanaan akad murābaḥah bil wakalah yang melebur menjadi hukum satu
akad. Penelitian ini ditinjau dari yuridis normatif tentang keabsahan
penggabungan akad-akad tersebut.15
Dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan
akad murābaḥah bil wakalah dalam satu klausul akad di BMT Khonsa Cilacap
belum sesuai dengan prinsip dan karakteristik akad murābaḥah bil wakalah dalam
teori akad dan ketentuan Fatwa Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābaḥah
yang diwakilkan. Sedangkan dari penggabungan akad tersebut berakibat pada
ketidak jelasan dan ketidak pastian akad yang dapat menyebabkan jatuh pada
transaksi yang gharar dan ribawi, sehingga untuk menghindari akibat
14Ibid.
15Edendi, Tinjauan Yuridis-Normatif terhadapa pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah
di BMT Khonsa Cilacap (Perspektif Akad dalam Fiqih Muamalah), Tesis, Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, tidak di terbitkan.
NO
penggabungan akad murābaḥah bil wakalah tersebut, maka pelaksanaan akad
murābaḥah bil wakalah harus dilebur menjadi akad yang berdiri sendiri.16
Selanjutnya penelitian oleh Marwini yang membahas mengenai pembiayaan
KPR pada BTN Syariah yang didominasi oleh akad murabahah yang mencapai
95% lebih. Penelitian tersebut bersifat evaluatif yaitu penelitian desktiptif untuk
mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis
aplikasi pembiayaan KPR dan metode penentuan margin keuntungan
murābaḥah.17
Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah, mekanisme dalam proses
pembiayaan murābaḥah KPR BTN Syariah cabang Yogyakarta adalah sesuai
dengan prinsip dan karakteristik akad murabahah. Sedangkan komponen-
komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat margin keuntungan
murabahah pembiayaan KPR BTN Syariah tersebut menggunakan komponen-
komponen yang digunakan untuk menghitung bunga kredit yang ada dalam bank
konvensional dengan prinsip bungan yang di hukumi riba (haram) dalam hukum
Islam.18
Selanjutnya penelitian oleh Abdul Karim Mustofa, yang membahas
mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi korban erupsi gunung
16Ibid.
17Marwini, Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah KPR Bank Tabungan Negara (BTN)
Syariah Cabang Yogyakarta, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, tidak
diterbitkan.
18Ibid.
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merapi. Penelitian tersebut bersifat deskriptif analitik, objek penelitian tersebut
adalah pada BPRS Forum Masyarakat Ekonomi Sleman (FORMES).19
Hasil penelitian tersebut adalah bahwa BPRS FORMES mempunyai
nasabah pembiayaan sebesar 346 nasabah, 45 nasabah diantaranya mengalami
pembiayaan bermasalah dan di antara 28 nasabah pembiayaan bermasalahnya
merupakan korban erupsi gunung merapi. Langkah penyelesaian yang ditempuh
BPRS FORMES Sleman berkaitan dengan kasus ini adalah dengan social
approach dan legal approach, melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali
(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali
(restructuring). Selanjutnya, berdasarkan tinjauan yuridis prosedur penanganan
pembiayaan bermasalah akibat erupsi gunung merapi yang dilakukan BPRS
FORMES sudah sesuai dengan hukum perbankan syariah di Indonesia yakni UU
perbankan syariah. PBI, dan Fatwa DSN MUI.20
Dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang menyinggung mengenai
permasalahan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya
pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah, kesesuaian proses penanganan
pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah pada Bank BTPN Syariah
dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS
dan UUS sebagaimana diubah PBI No 13/09/PBI/2011, dan dampak dari
19M. Abdul Karim Mustofa, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah bagi Korban Erupsi
Gunung Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syariah: studi kasus pada BPR syariah forum
masyarakat ekonomi Sleman Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, tidak
diterbitkan.
20Ibid.
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pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah yang terjadi pada Bank BTPN
Syariah. Sehingga, permasalahan ini belum ada yang menelitinya dan layak untuk
diteliti.
E. Kerangka Teoritik
Berdasarkan Islam, akad terdiri dari beberapa tipe dengan memperhatikan
dalam hal perbedaan pandangannya, yaitu sahih ((benar), secara legal gairu sahih
(tidak benar), baṭil (tidak penting), dan fasad (rusak). Akad yang sah adalah yang
dibenarkan dalam Islam yang memiliki unsur-unsur dan karakteristik yang benar
dan bebas dari kekuranan dan tidak terdiri dari bagian yang dilarang dalam
Islam.21
Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank
wajib membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia.
Hal tersebut telah diatur dalam PBI No: 7/46/PBI/2005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Suatu akad yang dibuat secara sah akan menimbulkan hubungan hukum
yang mengikat serta memberikan hak dan menimbulkan kewajiban kepada para
pihak yang membuatnya. Karena itu, akad yang dibuat secara sah harus
memenuhi syarat dan rukun.22
ON Veitzal Rivai dkk, Islamic Ttransaction Law in Business dari Teori ke Praktik, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), hlm. 38.
OO Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 131.
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Pada pasal 2 PBI 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan
Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah menerangkan bahwa:
1. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank
wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank
Indonesia ini.
2. Dalam Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditegaskan jenis
transaksi syariah yang digunakan.
3. Transaksi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram
dan maksiat.23
Lebih lanjut fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV?2000 tentang
murabahah telah menegaskan mengenai prosedur pembiayaan murabahah yang
harus dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah penerima pembiayaan. Dalam
fatwa tersebut menjelaskan mengenai ketentuan umum murabahah dalam Bank
Syari’ah:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
OP 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
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4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan
ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip, menjadi milik bank.24
Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain
melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Bank Umum Syariah
(BUS) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang
OQ Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
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mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek
usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.25
Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip
syariah dilakukan antara lain:
1. Penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan jadwal pembayaran
kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan
atas pembiayaan muḍarabah yang memenuhi kualitas lancar dan telah
jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan
kemampuan bayar.
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau
seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban
nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
a. Perubahan jadwal pembayaran;
b. Perubahan jumlah angsuran;
c. Perubahan jangka waktu;
d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan muḍarabah dan musyarakah;
e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan muḍarabah atau
musyarakah; dan/atau
f. Pemberian potongan.
3. penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan
pembiayaan yang antara lain meliputi:
25Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedika Pustaka Utama, 2012),
hlm. 447.
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a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS;
b. Konversi akad pembayaran;
c. Konversi akad pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah
Berjangka Waktu Menengah;
d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada
perusahaan nasbah yang dapat disertai dengan rescheduling atau
reconditioning.26
Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan
UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:
1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 september
2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.
13/9/PBI/2011 tanggal 8 februari 2011;
2. Surat Edaran Bank Indoneisa No. 10/34/DPbs tanggal 22 oktober 2008
perihal restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syriah dan Unit
Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbs
tanggal 30 mei 2011.27
26Ibid., hlm. 448-449.
27Ibid., hlm. 447-448.
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F. Metode penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap Bank BTPN Syariah Cabang
Tonjong Brebes dengan intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris yaitu terdiri
dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau das sollen,
karena dalam membahas permasalahn penelitian ini menggunakan bahan-bahan
hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer atau
sekunder), dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai
kenyataan sosial, kultural atau das sesin, karena dalam penelitian ini digunakan
data primer yang diperoleh dari lapangan.28
Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam
menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan
hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di
lapangan.
3. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan
penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan pada
28https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris,
diakses pada 17/02/2017.
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Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes yaitu merupakan kantor MMS
(Mobile Marketing Syariah) dari Bank BTPN Syariah Cabang Brebes yang
terletak di Kecamatan Tonjong Brebes Jawa-Tengah.
4. Metode pengumpulan data
Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primen dan
juga data sekunder. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui observasi,
wawancara, dan juga dokumentasi.
a. Observasi
Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses
observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.
Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat
pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran
penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan
diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana.29
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada Bank BTPN Syariah
Cabang Tonjong Brebes. Waktu yang diperlukan dalam observasi
penelitian dimulai dari sebelum penelitian dilakukan yaitu dengan
mengetahui sedikit pengetahuan mengenai Bank BTPN Syariah tersebut
sampai dengan penelitian ini dianggap telah cukup.
b. Wawancara
29Ibid., hlm 112.
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Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab
yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada penelitian atau
dengan percakapan terarah yang dilakuakan oleh dua belah pihak.30
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap manajer, dan
funding officer pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.
Model wawancara yang digunakan adalah face to face yaitu dengan
bertemu dan wawancara langsung. Sehingga memungkinkan untuk
didapatkannya data yang relevan dan tidak terdapat pemalsuan data
dalam penelitian ini.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu merupakan kumpulan dokumen-dokumen yang
relevan terhadap penelitian ini, sehingga dapat memperkuat data yang
telah didapat. Adapun dokumen-dokumen tersebut di peroleh langsung
dari pihak Bank BTPN Syariah dan juga di peroleh melalui akses website
Bank BTPN Syariah.
Selain pengumpulan data primer juga terdapat data sekunder. Data ini untuk
menambah data primer yang telah di peroleh dan juga untuk melengkapi
informasi yang didapat dari Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes.
Sehingga di peroleh data yang akurat dan valid untuk menghasilkan analisis yang
baik dan ilmiah.
5. Metode analisis data
30Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),
hlm. 28.
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, dalam
penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan
bersamaan dengan pengumpulan data.31
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul. Data
tersebut merupakan data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan
wawancara. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif
sesuai dengan pokok masalah yaitu dengan cara:
a. Menilai dari segi kesesuaian pelaksanaan pembiayaan wakalah wal
murābaḥah dengan Hukum Islam;
b. Menilai dari segi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes; dan
G. Sistematika pembahasan
Dalam menyusun tesis ini, akan di bahas dan di uraikan mengenai
permasalahan yang ada di dalamnya dan membagi menjadi bab-bab dan juga sub
bab-sub bab, untuk menjelaskan permasalahan dengan baik dan benar sehingga
dapat menjadi rujukan dalam suatu permasalahan. Adapun yang dimaksud dalam
bab dan sub bab tersebut yaitu :
Bab I yaitu pendahuluan yang pada bab ini diuraikan mengenai latar
belakang masalah, yaitu  bagian yang berisikan argumen serta alasan-alasan
31Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2011), hlm. 245.
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peneliti mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu untuk diteliti. Selanjutnya
yaitu rumusan masalah, yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari
jawabannya melalui penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya
mengenai kajian pustaka, kerangka teori, metode penelian dan sistematika
pembahasan.
Bab II yaitu tinjauan umum penanganan pembiayaan wakalah wal
murabahah bermasalah. Yaitu menerangkan tentang pembiayaan dengan akad
wakalah dan murabahah, serta menerangkan apakah yang dimaksud dengan
pembiayaan bermasalah dan juga membahas mengenai model penanganan
pembiayaan bermasalah tersebut.
Bab III yaitu gambaran umum pembiayaan wakalah wal murabahah di
Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Yang mencakup tentang gambaran
umum Bank, serta menerangkan pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah
pada Bank BTPN syariah Cabang Tonjong Brebes. Serta membahas mengenai
proses penanganan pembiayaan yang ada pada Bank BTPN Syariah Cabang
Tonjong Brebes.
Bab IV yaitu analisis yuridis mengenai penanganan pembiayaan wakalah
wal murabahah bermasalah di Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.
Dalam bab ini analisis dilakukan dari segi pelaksanaan pembiayaan wakalah wal
murābaḥah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes, dan dari segi
penanganan pembiayaan wakalah wal murābaḥah bermasalah pada Bank BTPN
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Syariah Cabang Tonjong Brebes dengan menggunakan teori yang menjadi acuan
dalam penelitian ini.
Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari
pokok permasalahan dari analisis yang dilakukan terhadap penelitian ini sehingga
didapatkan hasil penelitian yang dimaksudkan sebagai tujuan dilakukannya
penelitian ini. Dalam bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi pihak-
pihak yang terkait maupun bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkan penelitian
ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian mengenai penanganan pembiayaan wakalah wal murābaḥah
bermasalah pada Bank Tabungan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Tonjong
Brebes, dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan wakalah wal
murābaḥah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes adalah
akad yang dilakukan tidak sah, karena akad wakalah dan akad
murābaḥah dilakukan dalam satu waktu, sehingga barang yang menjadi
objek belum dimiliki oleh pihak bank. Pelaksanaan tanggung renteng
yang tidak perlu dilakukan oleh anggota sentra karena ketentuan tersebut
tidak muncul dalam akad pembiayaan. Tidak dilaksanakannya akad yang
sesuai dengan kondisi nasabah pembiayaan karena dalam paket masa
depan (PMD) hanya menerapkan 1(satu) akad yaitu wakalah wal
murābaḥah;
2. Kesesuaian proses penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes dengan PBI No: 10/18/PBI/2008
tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana
diubah PBI No 13/09/PBI/2011 adalah belum sesuai dengan ketentuan
tersebut, karena dalam pelaksanaannya pihak bank hanya sebatas
melakukan upaya pengembalian dana dengan 3 (tiga) tahapan yaitu
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tanggung renteng anggota, penelusuran lebih lanjut terhadap nasabah
kepada pihak keluarga dengan menyertakan surat peringatan, dan terakhir
setelah surat peringatan dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali maka
kewajiban bank telah selesai dalam hal pengembalian dana yang telah
terpakai oleh pihak nasabah pembiayaan.
Tidak tercapainya restrukturisasi yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu berupa
penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).
B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka saran-saran yang diajukan yaitu:
1. Bagi pihak Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes
a. Agar memberlakuakan akad pembiayaan yang sesuai dengan
kondisi yang dibutuhkan oleh nasabah;
b. Menyediakan SDM yang berkompeten pada bidang perbankan
syariah, sehingga dapat menentukan pilihan akad yang sesuai pada
nasabah;
c. Mengadakan pelatihan kepada masyarakat guna untuk
mengenalkan makna dari perbankan syariah serta produk-produk
dalam bank syariah baik dalam pendanaan ataupun pembiayaan;
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2. Bagi pihak nasabah
a. Agar lebih memahami makna dari setiap akad pembiayaan pada
bank syariah, sehingga tidak akan salah dalam pengambil
keputusan untuk melakukan pembiayaan;
b. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak
akan mengalami kerugian;
c. Menerapkan sikap jujur dan bertanggung jawab dan selalu
mengingat kepada Allah SWT, sehingga tidak akan melakukan
pelanggaran dalam pembiayaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan atau
pengembangkan penelitian ini. Hendaknya mengungkapkan akad yang
lebih sesuai pada pembiayaan tersebut, dan lebih memperbanyak
reverensi guna menyempurnakan penelitian.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
LAMPIRAN I : TARJAMAH 
 
NO Hal Footnote Tarjamah 
1 34 49 Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka 
saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah 
salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah 
kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada 
(di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain 
lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya 
kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di 
antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang 
perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan 
yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan 
itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut 
dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 
seseorang pun 
2 34 50 Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 
Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal 
3 41 65 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu 
4 41 66 Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba 
5 32-
33 
47 Wakalah adalah penggantian oleh seseorang terhadap 
orang lain di dalam haknya dimana ia melakukan 
tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan 
penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah 
kematian. 
(menurut Malikiyah) 
   Wakalah adalah penempatan seseorang terhadap orang 
lain di tempat dirinya dalam suatu tasarruf yang 
dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang 
yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak 
tasarruf. 
(menurut Hanafiyah) 
Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang 
lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan 
sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada 
masa hidupnya. 
(menurut Syafi‟iyah) 
Wakalah adalah penggantian oleh seseorang yang 
dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang 
sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam 
perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa 
hak Allah maupun hak manusia. 
(menurut Hanabilah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN II : PBI No 13/09/PBI/2011 
 
 
 
 
 
PERATURAN BANK INDONESIA 
 
NOMOR:  13/9/PBI/2011 
 
TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  NOMOR 
10/18/PBI/2008  TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN 
BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 
GUBERNUR BANK INDONESIA, 
 
 
 
 
 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisasi 
risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 
berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan; 
 
b. bahwa untuk menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya 
yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan 
terhadap nasabah; 
 
c. bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan Unit 
Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian 
yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai 
dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di 
Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah; 
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah ketentuan 
mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan 
 
Unit ... 
 
 
 
 
 
 
- 2 - 
 
Unit Usaha Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia. 
 
 
 
 
Mengingat: 1.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 
 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 
 
sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang 
 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
 
Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang 
 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
 
tentang  Bank  Indonesia  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran 
 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 7, Tambahan 
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 
 
2. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan 
 
Syariah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 
 
Nomor  94,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
 
Nomor 4867); 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
 
 
 
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/18/PBI/2008 
TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK 
SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH. 
 
 
 
 
Pasal  ... 
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Pasal I 
 
 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank 
Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4896) diubah sebagai berikut: 
 
 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 
 
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
 
2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 
terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
 
3. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah 
Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. 
 
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut 
BPRS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak 
 
 
memberikan  ... 
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memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana 
 
dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 
 
tentang Perbankan Syariah. 
 
5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah 
unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang 
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 
atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang 
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 
induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit 
syariah. 
 
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa: 
 
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 
musyarakah; 
 
b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau 
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; 
 
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 
salam dan istishna’ ; 
 
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang 
qardh; dan 
 
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah 
untuk transaksi multijasa, 
 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan 
 
 
pihak  ... 
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pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
 
7. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan 
Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat 
menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 
 
a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan 
jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka 
waktunya; 
 
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan 
sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa 
menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus 
dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 
 
1) perubahan jadwal pembayaran; 
 
2) perubahan jumlah angsuran; 
 
3) perubahan jangka waktu; 
 
4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah 
atau musyarakah; 
 
5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan 
mudharabah atau musyarakah; dan/atau 
 
6) pemberian potongan. 
 
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan 
persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: 
 
1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 
 
 
2) konversi ... 
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2) konversi akad Pembiayaan; 
 
3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga 
syariah berjangka waktu menengah; dan/atau 
 
4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal 
sementara pada perusahaan nasabah, 
 
yang dapat   disertai   dengan   rescheduling   atau 
 
reconditioning. 
 
8. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah adalah 
surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim 
diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal 
berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun 
dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. 
 
9. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS 
atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau 
konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan 
nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana 
dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 
 
 
2. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam 
 
penjelasan,  dan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2) diubah,  serta 
 
penjelasan Pasal 5 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam 
penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 
 
 
Pasal 5 
 
(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk 
 
 
nasabah  ... 
 
 
 
 
 
 
- 7 - 
 
nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
 
a. nasabah mengalami penurunan kemampuan 
pembayaran; dan 
 
b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu 
memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. 
 
(2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat 
dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
 
a. nasabah mengalami penurunan kemampuan 
pembayaran; dan 
 
b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari 
nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah 
restrukturisasi. 
 
(3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan 
analisis dan bukti-bukti yang memadai serta 
didokumentasikan dengan baik. 
 
 
 
 
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut : 
 
 
Pasal 6 
 
(1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar 
atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 
(satu) kali. 
 
(2) Pembatasan   Restrukturisasi   Pembiayaan   sebagaimana 
 
 
dimaksud ... 
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dimaksud pada   ayat   (1), tidak   berlaku   untuk 
 
restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) 
dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan 
proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau 
musyarakah. 
 
 
 
 
4. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah sebagaimana 
tercantum dalam penjelasan, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) 
Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ketentuan 
Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 
berikut: 
 
 
Pasal 10 
 
(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard Operating 
Procedure tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan. 
 
(1a) Kebijakan dan Standard Operating Procedure sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah 
maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan 
yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. 
 
(2) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris. 
 
(3) Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikan dan 
disetujui oleh Direksi. 
 
(4) Pelaksanaan  kebijakan  Restrukturisasi  Pembiayaan  wajib 
 
diawasi  ... 
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diawasi secara aktif oleh Komisaris. 
 
(5) KebijakandanStandardOperatingProcedure 
 
Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank 
Indonesia. 
 
 
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga 
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 
 
 
Pasal 11 
 
(1) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi 
ditetapkan sebagai berikut: 
 
a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang 
sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan 
atau Macet; 
 
b. tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum 
dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam 
Perhatian Khusus atau Kurang Lancar. 
 
(2) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat: 
 
a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan 
selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran 
pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah secara 
berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi 
Pembiayaan; atau 
 
b. menjadi  sama  dengan  kualitas  Pembiayaan  sebelum 
 
dilakukan  ... 
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dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi 
lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria 
dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi 
Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi 
Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan 
dokumentasi yang memadai; 
 
(3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau 
margin/bagi hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, 
peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan paling 
cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan 
Restrukturisasi Pembiayaan; 
 
(4) Dihapus. 
 
 
 
 
 
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
 
Pasal 12 
 
(1) Kualitas Pembiayaan ditetapkan paling tinggi Kurang 
Lancar untuk restrukturisasi lebih dari 1 (satu) kali atas 
Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian 
Khusus. 
 
(2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan Macet sampai dengan 
Pembiayaan lunas untuk restrukturisasi atas Pembiayaan 
dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang 
dilakukan dengan melebihi batas maksimal yang ditetapkan 
 
Bank ... 
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Bank  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat 
 
(1a). 
 
 
 
 
 
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu 
Pasal 12 A yang berbunyi sebagai berikut : 
 
 
Pasal 12 A 
 
Bank Indonesia berwenang menetapkan kualitas Pembiayaan yang 
berbeda dengan Bank, apabila Bank melakukan Restrukturisasi 
Pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 
mengenai Restrukturisasi Pembiayaan. 
 
 
 
 
8. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) diubah, sebagaimana tercantum 
dalam Penjelasan. 
 
 
 
 
9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 1 (satu) pasal yakni 
Pasal 20 A yang berbunyi sebagai berikut: 
 
 
Pasal 20 A 
 
(1) Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 wajib disampaikan secara on- 
 
line kepada Bank Indonesia. 
 
(2) KewajibanpenyampaianlaporanRestrukturisasi 
 
 
Pembiayaan  ... 
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Pembiayaan  secara  on-line  sebagaimana  dimaksud  pada 
 
ayat (1) dikecualikan terhadap: 
 
a. BPRS yang berkedudukan di daerah yang belum 
tersedia fasilitas komunikasi terkait, sehingga tidak 
memungkinkan untuk menyampaikan Laporan 
Restrukturisasi Pembiayaan secara on-line; 
 
b. BPRS yang baru dibuka dengan batas waktu paling 
lama 2 (dua) bulan setelah mulai melakukan kegiatan 
operasional; atau 
 
c. BPRS  yang mengalami gangguan teknis. 
 
(3)   Pengecualian sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) 
berlaku  bagi BPRS apabila  Bank Indonesia telah 
 
menerima pemberitahuan tertulis dari BPRS tersebut. 
 
(4) BPRS yang tidak dapat menyampaikan laporan 
Restrukturisasi Pembiayaan secara on-line sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), atau tidak menyampaikan Laporan 
Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib 
menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara 
off-line. 
 
(5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada sistem 
database dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia 
maka: 
 
a. bagi BPRS yang belum menyampaikan laporan 
Restrukturisasi Pembiayaan, wajib menyampaikan 
laporan dimaksud secara off-line; atau 
 
b. bagi  ... 
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b. bagi BPRS yang telah menyampaikan laporan 
Restrukturisasi Pembiayaan, menyampaikan ulang 
laporan Restrukturisasi Pembiayaan tersebut apabila 
diminta oleh Bank Indonesia. 
 
 
10. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga 
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : 
 
 
Pasal 22 
 
(1) BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi berupa 
denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 
hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar 
Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). 
 
(2) BPRS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi berupa 
denda uang sebesar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu 
juta rupiah). 
 
(3) BPRS yang menyampaikan laporan Restrukturisasi 
Pembiayaan secara off-line namun tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat 
 
(2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar 
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 
penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara 
off-line dimaksud. 
 
 
11. Ketentuan ... 
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11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
 
Pasal 25 
 
Restrukturisasi Pembiayaan yang telah dilakukan Bank sebelum 
berlakunya ketentuan ini tidak dihitung sebagai Restrukturisasi 
Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 
10 ayat (1a) Peraturan Bank Indonesia ini. 
 
 
 
 
12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 1 (satu) pasal yakni 
Pasal 25 A yang berbunyi sebagai berikut : 
 
 
Pasal 25 A 
 
(1) Penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara 
on-line sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 A ayat (1), 
mulai diberlakukan untuk pelaporan bulan Mei 2011 yang 
disampaikan pada bulan Juni 2011. 
 
(2) Selama masa transisi dari sejak diberlakukannya Peraturan 
Bank Indonesia ini sampai dengan diberlakukannya 
penyampaian secara on-line sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), BPRS menyampaikan laporan Restrukturisasi 
Pembiayaan kepada Bank Indonesia secara off-line dan on-
line. 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal  ... 
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Pasal II 
 
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
 
Pada tanggal 8 Februari 2011 
 
GUBERNUR BANK INDONESIA, 
 
 
 
 
 
 
 
DARMIN NASUTION 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
 
Pada tanggal 8 Februari 2011 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 
 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 19 
 
DPbS 
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PENJELASAN 
 
PERATURAN BANK INDONESIA 
 
NOMOR  13/9/PBI/2011 
 
TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  NOMOR 
10/18/PBI/2008  TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN 
BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH 
 
 
 
 
 
I. UMUM 
 
Keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi oleh aktivitas 
Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber 
utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi 
usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas 
Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. 
 
Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi 
Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar 
namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk 
membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada 
Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip 
kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan. 
 
Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri 
perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan 
mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
Penyempurnaan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
 
industri  ... 
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industri akan mendukung pengembangan industri perbankan syariah secara 
optimal. 
 
 
 
II. PASAL DEMI 
PASAL Pasal I 
 
Angka 1 Pasal 
1 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Angka 2 
 
Pasal 5 
 
Ayat (1) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
 
Yang dimaksud dengan “bukti-bukti yang memadai” antara 
lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang 
menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya 
kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya 
sumber pembayaran lain yang jelas. 
 
 
 
Angka  ... 
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Angka 3 
 
Pasal 6 
 
Ayat (1) 
 
Termasuk pengertian restrukturisasi 1 (satu) kali adalah 
apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap 
Pembiayaan dengan kualitas Lancar maka tidak dapat 
dilakukan restrukturisasi kembali atas Pembiayaan 
tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian 
Khusus, atau sebaliknya. 
 
Ayat (2) 
 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Angka 4 
 
Pasal 10 
 
Ayat (1) 
 
Kebijakan dan Standard Operating Procedure 
 
Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari 
kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 
 
Penyusunan Standard Operating Procedure 
 
Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek 
pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif 
dengan Dewan Pengawas Syariah. 
 
Ayat  ... 
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Ayat (1a) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
 
Pengkinian Standard Operating Procedure 
 
Restrukturisasi Pembiayaan terkait aspek pemenuhan 
prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan 
Dewan Pengawas Syariah. 
 
Ayat (4) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (5) 
 
Pokok-pokok yang diatur dalam Surat Edaran Bank 
Indonesia antara lain satuan kerja atau petugas khusus 
Restrukturisasi Pembiayaan, limit wewenang memutus 
Restrukturisasi Pembiayaan, dan sistem informasi 
manajemen Restrukturisasi Pembiayaan. 
 
 
 
Angka 5 
 
Pasal 11 
 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Angka  ... 
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Angka 6 
 
Pasal 12 
 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Angka 7 
 
Pasal 12 A 
 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Angka 8 
 
Pasal 15 
 
Ayat (3) 
 
Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah 
perpanjangan atas Pembiayaan mudharabah atau 
musyarakah yang memenuhi kualitas Lancar dan telah 
jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami 
penurunan kemampuan membayar. 
 
 
 
Angka 9 
 
Pasal 20 A 
 
Ayat (1) 
 
Cukup jelas. 
 
 
 
Ayat ... 
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Ayat (2) 
 
Huruf a 
 
Cukup jelas. 
 
Huruf b 
 
Cukup jelas. 
 
Huruf c 
 
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah 
gangguan yang menyebabkan BPRS tidak dapat 
menyampaikan laporan secara on-line, antara lain 
gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran 
gedung dan/atau pemadaman listrik. 
 
Ayat (3) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (4) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (5) 
 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Angka 10 
 
Pasal 22 
 
Cukup jelas. 
 
 
Angka  ... 
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Angka 11 
 
Pasal 25 
 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Angka 12 
 
Pasal 25 A 
 
Ayat (1) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
 
Masa transisi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 
kepada BPRS untuk mempersiapkan penyampaian laporan 
secara on-line. 
 
 
 
Pasal II 
 
Cukup jelas. 
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